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Abstract

Normatively speaking leadership in Islam has a foundation on
Islamic sources. However, in relation to Indonesian national
leadership context, it seems there is a variety of leadership
patierns and the way how to be a leader. A different cultural
religions backround and Indonesian community has brought
Indonesian muslim leadership into several tpes. There is a leader
who has nationally a big influence but has no support locally
and vice versi. This indicates that the problem of Islam and
national leadership still constitutes a problem of seeking a
meaning on the nowadays, there fore, it reguires a study on the
meaning and effort towards culturalition of Islamic leadership
model in modern context.

I. Pendahulean

Pada era sekarang, dengan kedok demokrasi, orang bebas membuat
perkumpulan, dan telah lahir banyak partai dan organisasi kemasyarakatan
dengan berbagai nama dan level, baik yang secara terang-terangan menyatakan
diri berasaskan Islam maupun yang hanya berbasis ‘masa’ kelompok umat
Islam. Apakah ini merupakan fenomena kemajuan ataukah sebaliknya,
kemunduran bagi masa depan kepemimpinan nasional itu sendiri? Jawaban
atas pertanyaan ini terkesan agak sulit, bergantung pada paradigma yang
digunakan tema “Islam dan Kepemimpinan Nasional” merupakan tema yang
sangat tepat, hadir di tengah-tengah kerinduan umat mencari sosok dan figur
kepemimpinan nasional yang benar-benar mewakili berbagai sendi pluralitas
bantgsa. Ja merupakan upaya ‘anak muda’ untuk terus memperkaya perspektif
dan perluasan wawasan yang menjadi wadah “sekolah demokrasi”. Karena
di dalamnya terkandung iktikad bersama untuk mencapai cita-cita yang ingin
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dituju, yakni menemukan pemimpin yang menjadi wakil dari suara umat dan
sekaligus memenuhi kerinduan rakyat. Karena itu, judul di atas patut di apresiasi.

II. Identifikasi Masalah

Dalam membahas kepemimpinan nasional,? setidaknya ada dua hal yang
harus dipertimbangkan : Pertama, kepemimpinan itu berkembang dari dahulu
sampai sekarang menuju ke masa datang. Kedua, kepemimpinan itu secara
umum harus dikenali dari sudut pola-pola kepemimpinanmya. Menyangkut
sisi pertama, sudah jelas bahwa kita harus mengenal kepemimpinan nasional
pada masa lampau memang sejak awal bersifat sangat tipologis. Kenyataan
itu dapat dilihat pada jenis-jenis kepemimpinan. Misalnya, ulama dan zu ‘ama’
dalam artian tokoh-tokoh masyarakat, para pengusaha, para pemegang
jabatan keagamaan (birokrat agama). Di pihak lain, dapat juga dilihat
kepemimpinan nasional dari masa lampau, sekarang, sampai masa akan datang,
juga harus dibedakan dengan pemimpin yang kuat pijakan lokalnya, tetapi
lemah jangkauan nasionalnya. Harus diakui bahwa hanya beberapa orang
pemimpin yang mempunyai akar lokal yang kuat, kukuh, dan secara nasional
diakui.

Selanjutnya, masalah kepemimpinan umat di Indonesia, dalam tinjauan
sebagian ahli, ada tujuh: 1) kurangnya pemimpin yang berskala lokal dan
nasional sekaligus; 2) sedikitnya pemimpin yang ahli agama dan juga
organisator; 3) tumbuhnya birokratisasi agama; 4) perbedaan sikap politik
vis a vis pemerintah; 5) perbedaan kegiatan atau bidang garapan; ) perbedaan
orientasi pemikiran; dan 7) intervensi arus informasi. Berdasarkan masalah
ini, maka pemimpin umat di Indonesta, dapat dikategorikan ke dalam dua
kelompok besar. Pertama, pemimpin yang paripurna, yang kuat akar lokal
dan pengarihnya di tingkat nasional. Kedua, pemimpin yang kuat disalah
satu sisi, lokal atau nasional saja. Pola-pola itu berlaku dari dahulu sampat
sekarang. Di samping itu, masalah kepemimpinan umal ini juga mempertihatkan
adanya kecenderungan untuk tumpang tindih danakhimya menimbulkan cukup
banyak kekacauan. Hal yang wajar jika kemudian kecenderungan itn
menggambarkan pola tersebut.

Berdasarkan pada daftar masalah di atas, akan di telaah asbab al-nuzul
nya, kecuali tiga masalah terakhir karena dianggap tidak ada masalah. Hasil
penelaahan itu, diharapkan dapat menemukan “teori”” kepemimpinan umat di
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Indonesia. Sekalipun, misalnya, akan berakhir pada daftar masalah lain yang
lebih panjang, tak masatah, bukankah umat Islam selalu disuruh untuk terus
berpikir tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Kata Nabi, “bertafakur
sejenak lebih baik dari solat seratus rakaat”™.

HI. Kepemimpinan: Asal-usul, Skala dan batasnya

Dalam Islam, pemimpin mempunyai kedudukan yang amat esensial, tinggt
dan mulia.* Ia sesungguhnya merupakan wakil umat Islam yang diberikan
amanat untuk menegakkan aturan Allah dan Rasul-Nya serta melindungi
kemaslahatan rakyat baik dari aspek politik, ekonomi, sosial maupun budaya.*

Salah satu kerinduan yang paling universal padamasa sekarang ialah
kerinduan akan kepemimpinan yang memikat (compelling) dan kreatif. Para -
pemimpin nasional telah melintas cakrawala budaya, politik, dan intelektual
umat. Sebagai pengikut, umat mencintai dan mengecam mereka. umat berbaris
untuk mereka dan ‘berperang” melawan mereka. Umat mati demyi mercka
dan umat membunuh sebagian mereka. Karena umat selalu merindukan
pemimpin, umat tidak dapat mengabaikan mereka. umat selalu harus
menentukan sikap terhadap mereka; cinta atau benci, mendukung atau
menentang, menerima atan mempermasalahkan.

Fakta menunjukan, sekarang ini tidak seorang pun pemimpin umat yang
lolos dari kritikar. Ada pemimpin umat yang mempunyai akar Jokal yang kuat,
tetapt, sayang, tidak mempunyai jangkauan nasional. Ada pemimpin umat yang
diakui nasional, tetapi, sayang, tidak mempunyai pijakan lokal. Apabilaada -
yang mempunyai keduanya, jumlahnya pun sangat sedikit. Di antara yang
sedikit itu, sebagian tidak memiliki kemampuan organisatoris. Di antara yang

‘memiliki kemampuan organisatoris, sebagjan besar mempunyai pengetahuan
agama yang ‘dangkal’. Sebagian lagi menjadi birokrat.s

Sebenamya, agak sulit mendefinisikan dengan tegas siapa yang dimaksud
dengan pemimpin umat. Pertama, karena definisi adalah masalah persepsi;
dan kedua, definisi itu selalu berkembang, Perkembangan definisi pemimpin
umat sejalan dengan perkembangan sejarah Indonesia.

Ada tiga fase dalam periodesasi kepemimpinan umat di Indonesia. Setiap-
fase menunjukan genesis kepemimpinan yang khas. Pertama, fase ulama.
Pada fase ini, seseorang menjadi pemimpin umat karena iz memiliki
pengetahuan agama yang mendalam, ia menjadi rujukan umat. Ia melewati
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masa awal hidupnya di pesantren sebagai santri dan menghabiskan sisa
hidupnya juga di pesantren sebagai kiyai. Dari pesantrennya keluar para santri
yang kemudian menjadi “agen-agen” kiyai di seluruh nusantara. Lewat para
santri, kiyai melebarkan pengaruhnya secara nasional. Dari sejarah, dapat
diketahui bahwa pemimpin masyarakat yang potensial, berkali-kali aktual,
melawan pemerintah kolonial adalah ulama pesantren. Tidak dipersoalkan
masalah lokal dan nasional pada fase ini.

Kepemimpinan kiyai bersifat transformasional. Jamemotivasi, mengubah,
menggerakkan, dan mengarahkan pengikutnya ke tingkat intelektual dan
spritual yang lebih tinggi. Pada gilirannya, para pengikut juga “mengontrol”
kiyai dengan menempatkan kiyai sebagat anutan dan rujukan.

Kedua, fase organisator. Sebagai reaksi terhadap kebijakan politis
kolonial, mungkin antara lain politik etis, masyarakat khususnya umat Islam
membentuk organisasi (sosial, ekonomis, atau politis) seperti Syarikat Islam,
Muhammadiyah, NU, Persis, Jami‘atul Khair, dan lain-lain. Pada fase ini,
pemimpin Islam adalah pemimpin organisasi Islam. Tentu saja, karir
kepemimpinan kini tidak dimulai di pesantren, tetapi dari organisasi. Orang
menapak, secara berangsur-angsur atan melompat, hierarki organisasi.
Variabel kepemimpinan yang utama tidak lagi pengetahuan agama yang
mendalam, tetapi keterampilan organisasi (organization skill), termasuk lob-
bying dan kasak kusuk. Yang sampai ke tingkat nasional, melalui jenjang
organisasi, pada umumnya, walaupun tidak selalu, adalah orang yang
mempunyai pijakan lokal ®

Pemimpin organisator, menurut wataknya, menghendaki mobilisasi sumber
- daya bagi kepentingan organisasinya. Hubungan pemimpin dengan pengikutnya
lebih bertitik berat pada hubungan transaksional daripada hubungan
transformasional. Ia menawarkan program-program untuk memajukan
organisasi. Transaksi antara pemimpin dan pengikut berlangsung dalam sistem
tawar-menawar, berdasarkan prinsip untung-rugi. Secara resmi, pemimpin
organisator menyatakan diri sebagai “wakil umat Islam”. Ta berjuang untuk
membela umat Islam yang satu dalam transaksi mereka dengan umat [slam
yang lain atau umat yang bukan Istam.

Para pemimpin organisator, seperti para pedagang, harus bersaing
memperebutkan sumber daya yang terbatas. Dari sini muncul persaingan untuk
memperoleh tempat pada birokrasi. Departemen Agama, yang paling dekat
dengan kepentingan umat Islam, tentu saja —pernah atau selalu- menjadi
rebutan. Karena, Menteri Agama menjadi pemimpin Islam tingkat nasional
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yang sangat menentukan. Sekali mereka berada dalam birokrasi, mereka
memanfaatkan birokrasi untuk berbagai transaksi: intelektual, sosi al, politis,
bisnis, juga spritual. Secara intelektual, para birokrat dapat tampil sebagai
pembaharu. Secara sosial, mereka mempengaruhi umat untuk melaksanakan
inovasi-inovasi dalam bidang sosial budaya, misalnya pendidikan. Secara
politis, mereka dapat memasuki dan menentukan peta politik umat Istam.
Secara bisnis, mereka melihat ibadah (seperti haji dan zakat) sebagai proyek
alokast dana dan daya. Secara spritual, kamu carilah contoh-contohnya.

Para pemimpin birokrat tentu saja menjadi juru bicara Islam versi
pemerintah. Mereka melegitimasi segala kebijakan pemerintah. Mercka
menyebarkan pandangan bahwa pemerintah telah berjasa besar dalam
memajukan Islam, dan rugiiah umat Islam apabila tidak mendekati pemerintah,
apalagi menentangnya. Wajar saja kalau para birokrat ini menjadi sangat tidak
kritis terhadap pemerintah. Wajar juga apabila kemudian timbul —sebagai reaksi
tethadap para birokrat- sikap yang sangat kritis terhadap pemerintah pada
kelompok pemimpin non birokrat. Yang menarik ialah kenyataan bahwa
sebagian besar umat Islam cenderung membenarkan pandangan non birokrat.

Fase ini berlangsung sampai sekarang. Beberapa karakteristiknya
perlahan-lahan, dan dengan sangat sulit, phasing out. Pembenahan sistem
politik pada masa Orde Baru memperkuat pemimpin Islam Nasional yang
bertipe organisator dan atau birokrat serta tidak mempunyai pijakan lokal.

Dalam pemilu umat Islam tidak memilih pemimpin. Mereka memilih tanda
gambar (organisasi). Organisasi yang kemudian memilih para pemimpinnya.
Dalan hal ini, boleh saja muncul pemimpin Islam yang sama sekali tidak dikenal
umatnya. Ia tampil pada pucuk organisasi dengan berbagai jalan. Kampanye
- pemilu menjadi semacam upacara pembaptisan mereka oleh massa Islam.

kepemimpinan transaksional menjadi pola kepemimpinan umat yang dominan
di erakini, :

Fase ketiga, fase pemuka pendapat (opinion leader). Pada fase pertarna,

pemimpin ulama lahir dan dibesarkan di pesantren. Pada fase kedua, pemimpin

organisator lahir dan dibesarkan di organisasi. Dan bagaimana pula dengan
pemimpin umat di fase ketiga?

Amat mengejutkan, di media massa. Yang dianggap sebagai pemimpin
umat adalah para empu yang (dianggap) pandai melontarkan isu-isu penting
untuk dijadikan agenda media massa. Mereka menulis di media, atau
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